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PERA TURAN BERSAMA
 

KEPALA KEPOL:SIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
DAN
 

J AKSA AGUNG REPUBLIK ~NDONESIA
 

NO. ?OL. 2 TAHUN 2006 

NOMOR KEP-019!A!JA!03/2006 

TENTANG 

OPTIMALISASI KOORDINASI 
'. DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
DAN
 

J AKSA .AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang a.	 bahwa seiring bergulirnya era Reformasi telah terjadi 
perubahan paradigma kebangsaan dan membawa 
implikasi terhadap. perubahan yang signifikan pada 
penegakkan hukum, khususnyc aparat penegak hukum 
Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak 
pidana Korupsi; 

b.	 tindak pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang 
pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa 
(extra ordlncry), dalam pelckscr.ccnnyc be'um optimal, 
karena adanya berbagai kendala baik langsung maupun 
tidak langsung dalam proses ! mekanisme 
penvidikcnnyc: 

c.	 dalam rangka meningkatkan daya dan hasil guna 
• pemberantas:.n	 tindok pidana korupsi, perlu 

dioptimclkcn kerja soma dan koordinasi antara Polri 
dan Ke,jaksaan; 

I	 d. berdasarkan .. 
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d.	 berdasarkan pert!mbangan tersebut di atas, perlu 
diternpkcn keputusan bersama guna mewujudkan 
Optima.lisasi koordinasi yang lebih efektif dan 
effisien dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi; 

1.	 Undans-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 

2.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tchun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, T'ambahan Lembcron Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150). 

3.	 Undang-undang Rc.publik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepvlisian Negara Republik Indcnesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4168). 

4.	 Undang-unl'jang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2004 tentang <ejcksccn RI (Lembaran Negara' 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67). 

5.	 Percturcn Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lemborcn 
Negaru Republik Indonesia Nomor 325J). 

MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 
~EPUBLIK INDONESIA DAN J AKSA AGUNG REPUBLIK 

I INDONFSIA . 



3
 

INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI 
KOORDINASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI. 

GAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Koordincsi ialah kegiatan saling memberikan masukan berupa Intormasi, data, 
pendapat, saran yang dllakukan oleh Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan, Jaksa 
PenelitilJ ckso Penuntut Umum dalam proses penyidikan TP Korupsi sejak dari 
penyelidikan dan penyidikan. 

2.	 Drat berkas perkara ialah resume pemeriksaan saksi, keterangan chli. 
tersangka, pengumpulan barang bukti dan fakta-fakta lainnya yang diperlukan 
guna penelitian oleh Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut. 

3.	 Penelitiar: ialah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Penelrti/Tckso Penuntut 
Umum terhadap draf berkas perkara dan atau berkas perkara tindak pidana 
korupsi yang dikirimkan oleh Penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
dipelajari dan diberikan rendapat, saran, untuk diberikan petunjuk oleh Jaksa 
Penuntut Umum. 

4.	 Petunjuk ialah pendapat, saran dari Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umur,1 yang 
diberikan kepada penyidik Polri guna melengkapi hasil penyidikan TP Korupsi 
yang seciang ditangani. 

5. Gelar Perkara ialah suatu kegictan yang dilakukan bersama antara Penyidik 
Polri, Penyidik Jaksa, Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut UmLim untuk 
mengungkapkan segala sesuatu hasil penyelidikan dan/atau penyidikan sel'ta 
saling memberikan masukan guna tnempercepat proses penyidikan Tir.dak Pidana 
Korupsi. 

• 

/ BAB rr- .
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BAB II
 

TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP
 

Pasal 2
 

Tujuan dltetapkan peraturan bersama ini, adalah untuk mewujudkan koordinasi yang
 
optimal antara POLRI dan KEJAKSAAN yang sinergis dalam pemberantasan tindak 

pidana Korupsi. 

Pasal 3 

Koordinasi. ini bersifat fungsional dengan tidak mengurangi kewenangan masing­
masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal4 

Lingkup kooxdincsi daiam peraturan bersama ini, meliputi : 

a. Pada tahap pcnyelidikan; 
b. Pada tahap penyidikan; 
c. Pada tahap Penyerahan dan Pengembalian Berkas Perkara; 

BAB	 III 

KOORD:NASI TAHAP PENYELIDIKAN 

Pasal5 

(1)	 Dalam rcnqkc penyelidikan tindak pidana korupsi, Polri dan Kejaksaan dapat 
bekerja sama untuk : 

a.	 Saling memberi dote den informasi tentang penyelidikan tindok pidana 
korupsi yang sedang dilakukan. 

, 

b.	 Pengembangan Basis data dan Informasi tindak pidana korupsi. 

(2)	 Pengembangan Basis data dan inforrncsi sebagian dimaksud pada ayat (1) 
huruf b bercqc di Pusat Informatika Kriminal (PIK) serta SIMKARI (Sistem 
Informasi Management Kejaksaan RI). 

/ Pasal 6 . 
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Pasal6 

(1)	 Dalam hal Polri dan kejaksaan menemukan adcnya indikasi korupsi dan untuk 
itu telah diperintahkan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan, maka 
Polri dan Kejaksaan saling memberikan data / informasi, untuk menghindari 
terjadinya duplikasi penyeiidikcn. 

(2)	 bclcm hal Polri dan Kejaksaan, melakukan penyelidikan tindak pidana Korupsi 
atas perkara yang soma, untuk menghindari duplikasi dalam penyelidikan, 
maka penentuan Instansi Penyelidik yang mempunyai kewajiban untuk 
menindaklanjuti penyelidikannya dilihat dari tanggal dimulainya penyelidikan. 

(3)	 Instansi Penyelidik yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah 
penyelidikan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan atas 
perkara tindak pidana Korupsi tersebut sampoi tuntas. 

(4)	 Hasil penyelidikan oleh instansi yang tidak melanjutkan penyelidikan Ipgi, agar 
menyerahkan hasil penyelidikcnnvc kepada instansi yang tnempunyai kewajiban 
melakukan penyelidikan, guna mempercepat proses penyelidikan selcnjutnyc. 

BAB IV
 
KOORDINASI TAHAP PENYIDIKAN
 

PasoI 7
 

(1)	 Apabila penyidik Polri mului melakukan penyidikan suatu tindak pidana 
Korupsi, segera menerbitkan .5urat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
dan dalam waktu 7 (tujuh) hari tela:' disampaikan kepada Kejaksaan. 

(Z)	 Kejaksacn setelah menerima surat pemberitchuon dimulainya penyidikan dari 
Penyidik Polri, dalam waktu 1 (tujuh) hari telah menunjuk Jaksa Peneliti dan 
mernberitohukcnnyo kepada Penyidik Polri. 

(3)	 Penyidik Polri dan J'aksc Peneliti yang ditunjuk, sejak awol perwidikon 
berscmc-scmc dan sali.'19 koordinasi untuk kepentingan mempercepat proses 
penyidikan. 

(4)	 Penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kp.jaksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan strata organisasi 
yang setingkat yaitu Mabes Polri kepada Kejaksaan Agung, Polda kepada 
Kejati dan Pol res kepodn Kejari. Sedangkan unruk POI res yang diwilayahnya 
tidak ada institusi Kejaksaan, make (SPDP) disampaikan kepada Kejaksaan 
Negeri dimana kasus tersebut akan disidangkan. 

/ BAB	 V . 
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BAB V 

PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN B·::RKAS PEf<KARA 
Bogian Pertama 

Penyerahan Draf 
. Pasal8 

(1)	 Sebelun: pengiriman berkas perkara tahap I (satu) dari Penyidik Polri, maka 
dapat lebih dulu dilakukan penyerchcn draf berkas perkara dari Penyidik Polri 

kepada J aksa Penuntut 'Jmum. 

(2)	 Jeksa Penuntut Umum setelah menerima draf berkas perkara segera 
melakukan penelitian dan menyampaikan petunjuk kepadc Penyidik Pol-i untuk 
bahan penyelesaian Berkas Perkara dalam waktu selambat-Iambatnya 14 
(empat belas) hari sejak menerima draf, draf petunjuk sudah diterima 

kembali o!eh penyidik Polri. 

(3)	 Sebelum penyerahan draf petunjuk dari jaksa peneliti kepada penyic1ik Polri, 
apabila diperlukan dapct melakukan gelar perkara bersama antara penyidik 
Polri dan jaksa peneliti/jaksa penuntut terhadap perkara yang sedang 
ditangani. 

(1)	 Dalam hal Penuntut 
berpendapat bahwa 

Bagian Kedua
 
Penyerahan Berkes
 

Pasal 9
 

Umum telah menerima penyerchun berkas perkara 
hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, 

Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik 
Polri, apabila masih ada tambahan petunjuk dari draf sebelumnya agar 
disertai petunjuk yang jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh 
penyidik Polri untuk disempurnakan. 

(2)	 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Penyidik dan Penuntut Urnum 
etas petunjuk yang diberikan agar di koordinasikan dan atau dilakukan gelar 
perkara. 

(3)	 Dalam hal Penyidik telah menyempurnckca berkas perkara sesuai petunjuk 
yang diberikan oleh Penuntut Umum, penyidik segera menyera\1kan kembali 
kepada Penuntut Umum dalam wokru 14 (empat belas) hari, d-in Penuntut 
Umum segera tTlemberitahukan bahwa penyidikan telah lengkap. 

/ BAB VI .
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

(1)	 Untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi perlu diadakan rapat antara Polri 
dan Kejaksaan sekurang-kurang.1ya 2 (duo) bulcn sekali, baik ditingkat pusat 

mcupun daerah. 

(2)	 Pelaksanaan rapat sebagaimanc. dimcksud dalam ayat (1), meliputi : 

a.	 Rapat koordinasi antara Kapolri dengan Jaksa Agung, dan atau antara 

pejcbct Polri dan pejabc.t Kejaksaan di daerah. 

b.	 Materi rapat koordincsl membahas berbagai perrncsclchcn , dalam 
'penanganan	 tir.dak pidana Korupsi oleh Polri dan Kejaksaan beserta 

hambatannya. 

c.	 Penyelenggara dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi ditetcpkcn 
sesuai kesepckctan. 

(3)	 Kapolri dan Jaksa AgJng dapat melakukan koordincsi lain diluar bentuk 

kesepakatan yang telah diatur dalam peraturan bersama ini. 

(4)	 Untuk efektifnya peloksoncon peraturan bersama ini, Kapolri menunjuk 

Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung menunjuk Jampidsus Kejaksaan Agung R.I 
untuk melaksanakan peraturan bersama ini, 

(5)	 Hal-hal yang dictur dalam Peraturan Bersama ini, apabila bertentangan 
dengan perundang-undungan yang berlaku, maka Peraturan Bersama ini di 
anggap tidak berlaku. 

o 

/ BAB	 VII ........
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B4B VII
 

KETENTUAN PENUTUP
 

Percturon Bersama Kepada Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI ini mulci berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 07 Maret 2006 

GARA RI 

• 

'. 
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